BAB IlI

PEMAHAMAN AHLI HADIS DAN AHLI FIKIH TERHADAP HADIS
PEMBERDAYAAN LAHAN TIDUR

A. Takhrij al-Hadits

Pelaksanakan kegiatan takhrij al-hadits yang penulis lakukan adalah dengan
mencari-cari hadis dengan kata “menghidupkan tanah mati”, maka yang perlu
ditelusuri pada matan hadis tersebut hanyalah lafal yang berbunyi “ardhu”. Dengan
mengetahui lafal tersebut, maka kita dapat menelusuri pada kitab Mu jam al-
Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi. yang memuat lafal “ardhu”. Setelah
ditemukan kata tersebut, maka akan memudahkan untuk pencariannya di dalam kitab

hadis apa saja yang terdapat lafal “ardhu” tersebut.

Klasifikasi hadis berdasarkan tema atau topik merupakan salah satu langkah
awal untuk memperoleh pembahasan yang sempurna. Maka hadis yang di teliti ini

termuat dalam kutub al-zis ‘ah diantaranya sebagai berikut:

1. Shahih al-Bukhari, bab Wl saba ) bal ¢, Juz 3, Halaman 106
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2. Muwattha’ Imadm Malik bab <l gall 8 les & ¢l Juz 3, halaman 1076, No

Hadis : 2750 dan 2752.
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3. Sunan ad-Darimf, bab 41 2 W L)) Lal &, Juz 3, Halaman 1700.
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4. Sunan Abl Dawdid, bab G sl Lal A& Juz 3, Halaman 178, No Hadis 3073 dan

3074

'Ab( Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Jami’ Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-
Fikr, t.th), Juz. 3, 106.

2Sayyid Muhammad bin Alawy bin Abbas al-Maliki, Muwattha Imam Malik, (Beirut: Dar al-
Fikr, t.th), Juz. 3, 1076.

$Abl Muhammad Abdurrahman bin Fadli bin Bahram ad-Darimi, Sunan ad-Darimf, (Beirut:
Dar al-Fikr, t.th), Juz. 3, 1700.
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5. Sunan at-Tirmidzi, bab < sall &l sbal & <3 L, Juz 3, Halaman 55 dan 57,

No Hadis 1378.
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6. Sunan an-Nasd 7, bab Y cuud disa L i Lal ¢, Juz 5, Halaman 325, No Hadis

5729 dan 5730.

*Abt Dawiid Sulaimén ibn ‘al-Asy’ats al-Sajastani, Sunan Abii Dawid, (Beirut: Dar al-Fikr,
t.th), Juz. 3, 78.
*Abil “Isya Muhammad at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 3, 55.
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7. Musnad Ahmad bin Hanbal 4 ailsa; dlae ¢n sla i, juz 22, halaman 173,

No Hadis 14272.
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Pembahasan hadis yang penulis cantumkan tadi telah diperoleh melalui kitab
aslinya pada kutub al-#is 'ah dengan menemukan sekitar empat kitab sunan, satu kitab
muwathatha satu musnad dan satu kitab shahih dan terdapat kurang lebih sepuluh
periwayatan hadis yang terkait dengan menghidupkan tanah yang mati. Maka penulis

perlu pengklasidikasian karena dilihat melalui teksnya, ada yang mempunyai

®Ab(i Abdurrahman an-Nasa’i, Sunan an-Nasd 7, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 5, 325.
"Abii *Abdillah Ahmad bin Hanbal , Musnad Ahmad, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 22, 173.



35

kesamaan dan ada yang mempunyai perbedaan redaksi maupun kalimat. Disamping
itu pengklasifikasian ini akan memudahkan dalam memahami redaksi hadis secara

mendalam dan menyeluruh.

B. Kualitas Hadits

Tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun matn, adalah
untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat perlu diketahui
dalam hubungannya dengan kehujjahan hadis yang bersangkutan. Hadis yang
kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Pemenuhan
syarat itu diperlukan karena hadis merupakan alah satu sumber ajaran Islam. Untuk
mengetahui kualitas hadis-hadis diatas, penulis mengemukakan pendapat dari para

ulama yang telah menelitinya secara akurat.

Pertama, Menurut para ulama, semua hadis yang terdapat dalam Shahih al-
Bukhar? mempunyai tingkat kesahihan yang tinggi diantara hadis yang terdapat pada
kitab-kitab lain, Imam al-Bukhari sendiri menilai sahihnya suatu hadis sangat ketat.
Sahihnya suatu hadis dalam penilaian Imam al-Bukhari apabila dalam persambungan
sanad benar-benar ditandai langsung dengan pertemuan antara guru dengan murid
atau minimal ditandai dengan antara guru dan murid hidup dalam satu masa. Oleh
karena itu para ulama telah sepakat bahwa hadis-hadis yang terdapat pada kitab

Shahih al-Bukharf dinilai sahih.?

®Indal Abror, “Kitab ash-Shahih al-Bukhari” dalam Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, eds. Studi Kitab Hadis (Yogyakarta: Teras, 2009), 47-48.
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Kedua, kualitas hadis yang diriwayatkan Ab( Daw(d pada kitab al-Kharaj wa
‘Imdrah wa al-Fay’i, bab fi ihya al-mawat, dengan nomor hadis 3073 dan 3074,
kedua hadis ini dengan nomor 3073 dan 3074 dinilai hasan oleh Muhammad

Nashiruddin al-Albanf (w. 1420 H.)°

Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i pada bab man ahya ardhon
maytatan laysat li &had, dengan nomor hadis 5729 dan 5730, Muhammad

Nashiruddin al-Albant (w. 1420 H.) menilainya dengan kualitas hasan.™

Keempat, kualitas hadis yang bersumber dari Sunan at-Tirmidzi, menurut
pendapat Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H.) bahwa hadis yang
bersumber dari kitab Sunan at-Tirmidzi kualitas hadisnya adalah hasan gharib,
adapun pendapat AbU Is& berkata, dalam riwayat lain, yang disampaikan oleh Jabir,
Amr bin Auf al-Muzani, kakek Katsir dan Samurah bahwa kualitas hadis ini adalah

hasan shahih.*

Kelima, kualitas hadis yang bersumber dari Sunan ad-Darimi. Dilihat dari
komentar para sanadnya, Yahya bin Ma’in (laisa bihi), AbG Hatim (Tsigah shaddq),

An-Nasa’i (Shaddq), Ibnd Hibban (Tsigah), Maslamah bin Qasim (tsigah), Ibnl

®Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abu Dawdd, terj. Ahmad Yuswaji, jilid 11
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 429-430.

©Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan an-Nasa'f, terj. Fathurahman, jilid 1ll
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 70.

“Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan at-Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih dari
Kitab Sunan Tirmidzi), terj. Fachrurazi, Jilid Il, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), 137-138.
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Hajar (Tsigah), dan dilihat dari segi matn hadis tidak banyak terdapat perbedaan

dengan sumber hadis yang lain maka kualitas hadis ini adalah hasan.*?

Keenam, kualitas hadis yang bersumber Mushad Ahmad bin Hambal, didalam
kitabnya beliau mengatakan bahwa kualitas hadis pengelolaan lahan tidur ini adalah
shahih. Terdapat dalam Kitab : Mushad Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis,
Bab : musnad Jabir bin Abdullah r.a.akan tetapi menurut al-Baih&qi bahwa hadis ini

adalah hasan gharib.*®

Ketujuh, kualitas hadis yang bersumber dari Muwattha Imam Malik, dilihat
dari pendapat ulama terhadap para perawi hadis mengatakan bahwa perawi hadis ini
adalah tsigah secara keseluruhan perawi dan dilihat dari segi matn hadis tidak banyak
terdapat perbedaan dalam teks hadisnya, dan didalam kitdb al-Muwaritha’ imam
Malik, AbG Dawdd berpendapat bahwa hadis ini maushdl yaitu hadis yang tidak

terdapat irsal dan tidak terputus sanadnya. Sehingga kualitas hadis ini adalah hasan.**

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai kualitas hadis yang terdapat pada
masing-masing kitab hadis tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadis

tentang Ihya al-Mawat ini kualitasnya hadisnya hasan.

2|mam Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, terj. Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid
2, 605.
BImam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, terj.Team As-Sidqi,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2010),607..
“Imam Malik bin Anas, Al-Muwdththa’ Imam Malik, terj. Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2013), Jilid 2, 167.
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C. Analisis Tekstual Hadis
Sebelum peneliti melakukan analisis tekstual hadis, maka peneliti terlebih
dahulu memilah hadis utama, dalam hal ini peneliti menggunakan hadis yang

bersumber dari Ab( Daw(d dengan lafal hadis sebagai berikut :

2

Aol JE cal 3E GE o el 2 (g Whs (OB d Whs (B8 3 A2 Sl
s <an & de A (o8 FOrR VS VR LN BE cvlﬂj £le 2 Mw 63\ Ry

Dalam penilaian dari segi lafaz hadis, dalam memukhorijkan hadis ini terdapat
hadis yang serupa pada kitab-kitab lain, yakni : pada kitab Shahih al-Bukhéri, Sunan
at-Tirmidzi, Sunan ad-Darimi, Sunan Abld Daw(d, Sunan an-Nasd i, Muwhatta Imam
Malik, dan pada kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. dan untuk menemukan adanya

perbedaan serta persamaan matn hadis dalam tujuh jalur periwayatan yang bersumber

dari Ibn( Umar
1. Lafal Yang Semakna

Ada tujuh redaksi hadis yang peneliti muat di dalam pemahaman tekstual
hadis dalam peberdayaan lahan kosong. Dari ketujuh hadis yang ada tidak
mempunyai kesamaan matn. Akan tetapi ketujuhnya memiliki makna yang sama dan
berhubungan. Dari keseluruhan matn hadis yang terdapat pada mukharij kesemuanya
memiliki makna yang sama yaitu dengan kata Ardon. Ini menerangkan bahwa semua

hadis yang ada mempunyai kesamaan arti dan tujuan dari hadis itu. Maka dapat
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peneliti simpulkan bahwa hadisnya berhubungan dengan pemberdayaan lahan

kosong.

Hadis pertama al-Bukhari yang berbunyi 4 ¢t & Waji WAl ¢a adalah
(barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka ia menjadi miliknya).
Maksud barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka ia menjadi
miliknya. Imam Malik menyebutkan dengan sanad yang maushul dalam kitab al-
Muwathth& dari IbnG Syihab, dari Salim, dari Bapaknya sama seperti itu. Lalu kami
riwayatkan di dalam pembahasan tentang pajak atau upeti oleh Yahya bin Adam
tentang penyebab hal itu, Dia berkata, “Sufyan telah menceritakan kepada kami dari
az-Zuhri, dari Salim, dari bapakya, dia berkata: & & — G2 ¥ i — Ge)aaxliy H&
Gidd A8 il whad Al hdn A A3 8 ad; 0B ) A0 8 L)l AT 4a 08 5 (manusia
berlomba memberi batasan —yakni pada tanah —dimasa Umar, maka dia berkata,
“Barangsiapa yang menghidupkan tanah maka ia menjadi miliknya.” Seakan-akan
Umar tidak mengganggap tanah itu menjadi milik seseorang bila sekedar diberi

batasan, sampai ia menghidupkannya (mengelolanya).”

Hadis yang kedua bersumber dari Sunan at-Tirmidzi yakni sebagian ulama
meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari Nabi saw. Sebagia ulama

dari kalangan sahabat Nabi saw dan lainnya mengamalkan hadis ini.

YIbni Hajar al-Asgalani, Fathdl Bari (Penjelasan Kitab Shahth Bukhari) Diterjemah oleh :
Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 259.
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Ini adalah pendapat Ahmad bin Ishdk. Mereka berkata, “Siapa saja boleh
memanfaatkan tanah mati, sekalipun tanpa izin pemerintah”. Sebagian yang lainnya
berpendapat bahwa tidak boleh memanfaatkan tanah mati, sekalipun tanpa izin
pemerintah. Pendapat pertama dalam hal ini adalah yang paling benar. Abl Isa
berkata, “dalam bab ini ada riwayat lain dari Jabir, Amr bin Auf Al-Muzani-Kakek

Katsir- dan Samarah”.t®

Hadis yang ketiga bersumber dari Al-Muwaththa Imam Malik. Malik berkata,
“keringat orang yang zalim adalah segala hal yang dibajak yakni sesuatu yang di

ambil atau di tanam dengan cara yang tidak benar.”

Dan Malik meriwayatkan kepada IbnG Syihab dari Salim bin Abdullah dari
Ayahnya bahwa Umar bin Khattab ra berkata, “Barangsiapa mengelola sebuah lahan

tidur, maka itu menjadi miliknya. AT

Hadis yang keempat bersumber dari Sunan Ab( Dawdd, orang yang telah
meriwayatkan hadis ini kepadaku telah memberi tahu kepadaku bahwa ada dua lelaki
yang bersengketa datang kepada Rasulullah saw, salah satu dari dua lelaki itu
menanam kurma di tanah yang lain. Kemudian Rasulullah saw memutuskan kepada
pemilik tanah bahwa tanah itu miliknya dan memerintah kepada penanam untuk

mengeluarkan tanamannya itu dari tanah pemiliknya. Perawi itu berkata lagi: Aku

®Muhammad Nashiruddin al-Albani, Sunan Tirmidzi,,, 137.
YImam Malik bin Anas, Al-Muwaththa’ Imam Malik, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 168.
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telah melihat pohon kurma itu dipukuli batang pohonnya dengan kampak, yang mana

pohon kurma itu sangat tinggi, sampai akhirnya di keluarkan dari tanah tersebut.*®

Hadis kelima bersumber dari Sunan an-Nasa’i yang mana dari sumber ini
menjelasakan bagian lafal yang semakna yakni tentang menghidupkan lahan yang
tidur atau mati yang disampaikan dari Muhammad bin Yahya dari Abdll Wahab dari
Ayylb dari Hisyam dan dari ayahnya Said hingga pada Rasullulah saw yang mana
pada lafal matn tertera barangsiapa menghidupkan tanah yang telah mati maka itu
adalah miliknya, dan keringat orang yang berbuat zhalim (merampas tanah) tidak
mendapatkan hak apapun.” Malik berkata; "Keringat yang zhalim adalah setiap apa

yang dilubangi atau diambil atau ditanam tanpa hak.

Maksud keringat zhalim disini adalah seseorang yang menghidupkan lahan
tidur akan tetapi pada lahan tersebut telah dimiliki oleh orang lain, sehigga dia

menggunakan hak yang bukan hak miliknya.

Hadis keenam bersumber dari Musnad Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan
dari 'Abbad Bin 'Abbad Al Muhallabt dari Hisyam bin 'Urwah dari Wahb Bin Kaiséan
dari Jabir bin Abdullah hingga pada Rasullulah, adapun lafal semakna pada matn
hadis ini adalah "Barangsiapa yang menghidupkan lahan yang tandus (lahan
kosong), dia berhak atas upahnya (panennya), dan adapun yang dimakan hewan maka

menjadi sedekah baginya."

¥Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abu Dawdd (Seleksi Hadis Shahih dari
Kitab Sunan Ab( Daw(d (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 430.
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Dari matn hadis yang bersumber dari Musnad Ahmad bin Hanbal menjelaskan
seseorang yang telah menghidupkan lahan tidur maka dia berhak memperoleh apa
yang telah dia kerjakan diatas lahan tidur tersebut, contohya apabila seseorang itu
memfungsikan lahan tidur tersebut sebagai lahan bertani maka dia berhak mengambil
hasil pertanian dari lahan tidur tersebut dan apabila ada hewan yang telah memakan
dari hasil pertanian yang dia tanam, maka orang yang menanam atau yang

menghidupkan lahan tidur tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Hadis yang ketujuh bersumber dari Sunan ad-Darimi yang diriwayatkan dari
Abdullah bin S&'id telah menceritakan kepada kami Abld Usamah dari Hisyam bin
'‘Urwah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Ubaiddllah bin Abdurrahman bin
Rafi', bahwa Jabir bin Abddllah telah mengabarkan kepadanya dari Rasulullah shalla
Allahu ‘alaihi wasallam. Adapun lafal yang semakna dari matn hadis ini adalah
"Barangsiapa menghidupkan lahan yang mati, maka ia mendapatkan pahala apa yang
dimakan oleh segala (makhluk) yang mencari rizki, dan baginya sedekah dari lahan

tersebut.

Maksud dari kata sedekah adalah apabila terdapat hewan yang memakan hasil
tanaman pertaniannya seperti yang telah dijelaskan pada bagian enam yang
bersumber dari musnad Ahmad bin Hanbal maka pahalanya itu seperti orang yang
bersedekah karena walaupun tanpa sepengetahuan pemiliknya akan tetap dicatat

sebagai ganjaran pahala bagi orang yang menghidupkan lahan tidur tersebut.
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Adapun menurut Ab0 Muhammad berkata hewan yang telah memakan hasil

pertaniannya itu adalah "Al 'Afiyah (burung) dan yang lainnya."”

2. Lafal Yang Berbeda

Pertama, Didalam kitab Sunan AblG Dawdd menggunakan tambahan lafaz
G a@ 3 (il sedangkan di dalam kitab Shahth al-Bukhari hanya sampai dengan
lafaz & (48 45a Wa)i Al & namun memiliki maksud atau tujuan yang semakna yakni
barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka dialah pemiliknya serta
menuai apa yang di tanamnya di atas tanah tersebut.

Kedua, Didalam kitab Sunan Abl Daw(d maupun Sunan ad-Déarimi terdapat
tambahan atau perbedaan lafaz di dalam keduanya (Sunan Ab( Dawdd dan Sunan ad-
Darimi) di dalam Sunan Ab(0 Dawldd menggunakan lafaz Ga géll‘a A Gl
sedangkan di dalam Sunan ad-Darimi menggunakan lafaz =~ 4% lgia uud\ 8 Ly JA]
Q3 ey k) dgfiad) xasa g 08 483 g walaupun terdapat perbedaan lafaz akan tetapi
memiliki maksud yang sama yakni akan menjadi pahala sedekah bagi orang yang
menghidupkan tanah yang mati karena terdapat hewan yang memakan tanaman yang
ditanamnaya di atas lahan yang kosong tersebut.

Ketiga, tidak ada perbedaan antara hadis yang terdapat dalam Musnad Imam
Malik dan Sunan Abl Dawdd akan tetapi terdapat tambahan kata atau lafaz pada
hadis Musnad Imam malik yakni lafaz 82 uau‘— 3l JA‘ 3l OEA L g8 eﬂhl\ Goadly dlila 98

-

A
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Keempat, terdapat perbedaan lafaz setelah lafaz 4 u@-‘\ i L) LAl Ga yakni
pada Sunan Abl Dawdd menggunakan lafaz g 34135 Rty oy sedangkan dalam
Ahmad bin Hanbal menggunakan lafaz 483 43 333 \gia 15l & Lag 1531 s e,

Kelima, Tidak terdapat perbedaan lafaz dalam hadis Sunan an-Nasd'’7 dan
hadis Sunan Ab( Daw(d akan tetapi sedikit terdapat tambahan kata pada Sunan an-
Nasa i yakni lafaz s ¢ Calg i (i (245 AR,

Keenam, tidak ada perbedaan kata pada pada Sunan at-Tirmidzi dan Sunan
Ab( Dawdd akan tetapi terdapat tambahan lafaz pada hadis Sunan Ab( Dawdd yakni

lafaz (3 Al 5ol (il

3. Analisis Linguistik

Kata ahya berasal dari kata hayya mashdar dari ahyan yang berarti Orang
yang menghidupkan.’® Maksud “orang yang menghidupkan” menurut Umar
menyebutkan bahwa lafaz ahyan yaitu bukanlah menghidupkan manusia, binatang,
benda mati ataupun sebagainya melainkan lafaz ahya disini adalah menghidupkan
sebidang tanah, yang mana tanah tersebut tidak ada pemiliknya atau penghuninya.
Lafaz ahya dalam kaidah ilmu bahasa arab yaitu ahya difathahkan dengan hamzah,

dan disukunkan dengan ha dan huruf ya dibawahnya terdapat dua titik.2°

YAhmad Warson Munwwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), 341.

®lbn Manzhir Muhammad ibn Muhammad al-Ifrigi al-Mishri, Lisan al-‘drab, vol. 14,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 19.
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Adapun kata ardha memiliki arti tanah atau bumi,.?* Menurut kaidah nahwu
lafaz ardhan merupakan kalimat isim Jamid yang menunjukkan lafaz yang tidak

memiliki kata kerja dan ketetapan yang tidak berubah.

Adapun lafaz mayyitatan berasal dari kata mata-yam@tu dari masdar
mawatan yang berarti mati,.”*

Dimaksud dengan tanah mati disini, ialah tanah yang tidak di diami menurut
pandangan islam dan cara menghidupkannya baik dengan cara menempatinya
maupun menggarapnya atau mendirikan bangunan di atasnya.?* Adapun lafaz fahiya
lah menggunakan huruf lam lil milk menunjukkan kepemilikan.

Dalam redaksi lain terdapat penambahan kalimat walaysa [i’irgin dzalim
diriwayatkan dengan idhafah dan sifat. Yakni maknanya memiliki tanah dengan cara
tidak merampas milik orang lain atau mencabut hak kepemilikannya.*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud Rasulullah didalam
hadis menghidupkan tanah yang mati adalah dengan cara memberdayakannya
seperti menanaminya atau membangunkan suatu bangunan misalnya rumah dengan

syarat tanah tersebut bukan milik orang lain.

2! Ahmad Warson Munwwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,,, 19.

ZArif Rahman, ar-Rahman Kamus Bahasa Indonesia-Arab (Jakarta: Sarana llmiah, 2011),
388.

Zsyamsuddin al-Karmant, al-Kawakib Fiddarari Fi Syarh Shahih al-Bukhari, juz 10,(Beirut:
Dér lhya at Turatsi al-‘Arabi 1981), 159.

#Abdullah bin Umar al-Baidhawi, Tuhfatu al-Abrar Syarh Mash1bih as-Sunnah, (Kuwait:
Wizérah al-Aukéaf, 2012), 276.
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D. Analisis Kontekstual-Komparatif

1. Asbabul Wurud

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mdtsanna, telah
menceritakan kepada kami Abddl Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub
dari Hisydam bin 'Urwéh dari ayahnya dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shalla Allahu
‘alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati
maka lahan tesebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zhalim." Telah
menceritakan kepada kami Hannad bin as-Sari telah menceritakan kepada kami
'‘Abdah dari Muhammad bin Ishag dari Yahya bin 'Urwah dari ayahnya bahwa
Rasulullah shalla Allahu ‘alaihi wasallam berkata: "Barang siapa yang menghidupkan
lahan yang mati maka lahan tesebut adalah miliknya." Dan ia menyebutkan sesuatu
yang sama dengannya. la berkata; sungguh telah telah mengabarkan kepadaku orang
yang telah menceritakan kepadaku hadits ini, bahwa dua orang telah memperkarakan
kepada Rasulullah shalla Allahu 'alaihi wasallam. Salah seorang diantara diantara
mereka menanam pohon kurma di lahan orang lain. Kemudian beliau memutuskan
bahwa orang yang memiliki lahan mendapatkan lahannya dan memerintahkan kepada
pemilik pohon kurma agar mengeluarkan pohon kurma dari lahan tersebut. 'Urwéh
berkata; sungguh aku melihat pohon kurma tersebut akarnya telah ditebang
menggunakan kapak. Sesungguhnya pohon kurma tersebut adalah pohon kurma yang
sempurna tinggi dan lebatnya. Hingga pohon tersebut telah dikeluarkan darinya.

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi, telah menceritakan
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kepada kami Wahb dari ayahnya, dari Ibn( Ishaq dengan sanad dan maknanya, hanya
saja ia mengatakan pada perkataan (di tempat ia menceritakan kepadaku ini);
kemudian seorang sahabat Nabi shalla Allahu ‘alaihi wasallam berkata; dan perkiraan
kuatku bahwa ia adalah Ab( Sa'id Al Khudri, dan aku melihat seorang laki-laki yang

menebang akar pohon kurma.”®

Hadis ini menyerupakan antara mengelola tanah yang sudah mati (tidak subur
yang ditinggalkan pemiliknya) dengan menghidupkan hewan mati. tanah mati yang
tidak ada pengelolanya dan tidak terdapat bekas-bekas pengelolaan padanya
berstatus seperti “asal kejadian” dan menghidupkan (mengelola) nya adalah
menemukannya dengan mengelolanya seperti barang yang dimiliki sendiri. Adapun
maksud “dan tiadalah hak bagi seseorang yang menguasai lahan itu dengan cara
zalim (aniaya)” adalah tiada hak bagi seseorang yang menanam pada lahan milik

orang lain atau tanpa izin pemiliknya yang dianggap berhak atas lahan tersebut.?

2. Pemahaman Ahli Hadis

a. Pengertian lhya al-Mawat

Pemahaman pertama dari ahli hadis disampaikan oleh al-Qazzaz, beliau
pendapat tanah yang mati itu adalah lahan yang belum dikelola. Pengelolaan tanah

itu diserupakan dengan kehidupan, dan membiarkannya diserupakan dengan

#|bnii Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-damsyiqi, Asbabul Wurud (Latar Belakang Historis
Timbulnya Hadis-hadis Rasul), terj. M. Suwarta Wijaya B.A, jilid 111, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002),
253-254.

% |bnli Hamzah al-Husaint al-Hanafi ad-damsyiqi, Asbabul Wurud,,,253-254.
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kematian. Adapun maksud menghidupkan tanah yang mati adalah mendatangi
tanah yang tidak diketahui pernah dimiliki oleh seseorang, lalu mengelolanya dan
menanaminya serta mendirikan bangunan diatasnya. Dengan demikian, tanah itu

menjadi miliknya baik lokasinya dekat atau jauh dari pemukiman warga.?’

Kedua disampaikan oleh al-Khatthabi (w. 59 H)?® bahwa ihya al-mawat
adalah Menghidupkan lahan yang tidur berarti menggarapnya, mengolah,
mengalirkan air, atau hal yang serupa dengan itu. Dari segi menghidupkan atau
menfungsikan, barangsiapa yang melakukan hal demikian maka dia memiliki hak
atas tanah tersebut baik atas izin penguasa atau pun tidak. Jika seseorang ingin
membangun rumah, maka tidak boleh memilikinya hingga ada binaan di
sekitarnya dan mesti beratap. Jika ingin menghidupkan kebun, maka dia mesti
membuat perairan dan pagar lalu tanahnya ditanami. Jika ingin bercocok tanam,

maka dia mesti mengumpulkan tanah supaya boleh ditumbuhi tanaman.?

Ketiga pendapat Hisyam (w. 145 H)* tentang pengertian ihya al-mawat

adalah barang siapa yang mengelola tanah mati atau tanah sebagainya yang tidak

“Ahmad lbn Hajar al-‘Asqaléni, Fathul Bdri (Penjelasan Kitab Shahih Bukhdri) terj.
Amirruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 257
%Syihab al-Din Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajr al-Asgalani, Tahzib at-Tahzib, (Beirut: Dar al-Fikr,
t.th), Vol. 111, 222.
#Abt Toyyib Muhammad Syamsyi Al-Hagqul Adzhim Abadi, Awnul Ma’bid (Syarah Sunan
Abu Dawud ), (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 8, 327.
%0Syihab al-Din Ahmad Ibn “Ali Ibn Hajr al-Asqalani, Tahzib at-Tahzib,,,275.
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ada pemiliknya maka ia berhak atas tanah tersebut dan tidak ada kedzaliman dalam

menghidupkan tanah tersebut.*

Keempat dari Urwah (w. 93 H)* berpendapat, “sesungguhnya bumi ini
adalah bumi Allah dan hamba-hamba ini adalah hamba-hamba Allah. Barangsiapa
menghidupkan tanah yang mati, maka ia berhak atasnya. Hal ini disampaikan
kepada kita dari Rasulullah saw. Oleh orang-orang yang menyampaikan sholat

lima waktu dari beliau.”*

Kelima pendapat dari Ab0 Hanifah (w. 148 H)** bahwa ihya al-mawat
adalah Menghidupkan lahan yang tidur berarti menggarapnya, mengolah,
mengalirkan air, atau hal yang serupa dengan itu. dari segi menghidupkan atau

menfungsikan dan tidak ada kedzaliman dalam kepemilikan hak tanah itu.*®

Keenam dari Hasan bin Samurah mengatakan ihya al-mawéat adalah
seseorang yang memagari sebidang tanahmaka tanah itu menadi miliknya.** Hal
ini sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Asmar bin Mudharris berkata siapa
yang terlebih dahulu sampai pada suatu tempat yang belum ada seorang muslim

yang mendahuluinya, maka tempat itu adalah miliknya.>’

31.

31Syekh Kholil Ahmad as-Sihar Nufdrf, BadzIlu al-Majhtd, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 13,

2 Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani., Taqribu at-Tahzib, (ttp: DAr al-‘ Ashamabh, t.th), 674.
%3Syekh Kholil Ahmad as-Sihar Nufiiri, Badzlu al-Majhid,,,27.

Ahmad Ibn Hajar al-<Asqalani., Taqribu at-Tahzib,,,1137.

%Abi Toyyib Muhammad Syamsyi Al-Haqqul Adzhim Abadi, Awnul ma bid, 327.

%Ab( Dawiid Sulaiman ibn ‘al-Asy’ats al-Sajastani, Sunan Abi Dawid, (Beirut: Dar al-Fikr,

t.th), Juz. 3, 546.

3 Ab( Dawad, Sunan Abi Dawid,, 142.
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Ketujuh dari ath-Thahawi (w. 321 H)*® berpendapat tentang pengertian ihya
al-mawat adalah orang yang menghidupkan lahan mati dengan cara bercocok
tanam ataupun berternak maka dia berhak mengambil hasil tanamannya atau

menangkap hasil ternakannya.*®

Kedelapan Ibn0 Hibban berpendapat ihyéa al-mawat adalah mengelola
lahan yang mati dan barangsiapa mengelola lahan tersebut maka dia mendapatkan

ganjaran pahala dari Allah swit.
b. Kepemilikan Ihya Al-Mawat

Tanah mati dibagi menjadi dua bagian: pertama, tanah yang tidak dimiliki
oleh seseorang dan tanah itu tidak ada bekas-bekas pengelolaan. Tanah ini dapat
dimiliki dengan cara menghidupkannya. Hal ini tidak diperselisihkan oleh
seorangpun diantara orang-orang yang mengemukakan pendapat dalam masalah ini.
Kedua, tanah yang padanya berlaku kepemilikan seseorang pemilik tanah itu dibagai

menjadi tiga bagian:
1). Tanah yang dimiliki oleh pemilik tertentu

2). Tanah yang padanya ditemukan bekas-bekas masa lalu

%8Ahmad Ibn Hajar al-*Asqgalani, Tagribu at-Tahzib,,,400.
¥Ahmad Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fathul Bari (Penjelasan Kitab Shahth Bukhari), terj.
Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 257.
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3).Tanah yang padanya berlaku kepemilikan seorang muslim atau seorang

dzimmi pada masa Islam namun sosoknya tidak dapat ditentukan.*

Mengenai hak kepemilikan ini Ibnu Abdil Barr berkata semua para ulama
sudah sepakat bahwa tanah yang dimiliki melalui pembelian atau pemberian dari
pemerintah dan diketahui pemiliknya tanah tersebut tidak boleh di garap kecuali oleh
pemiliknya tanpa terputus.*’ Jika tanah itu dimiliki atau diberdayakan melalui
penggarapan tanpa adanya pembelian atau pemberian dari pemerintah dan kemudian
ditinggalkan sehingga rusak dan menjadi tanah mati kembali, maka tanah ini sama

dengan tanah sebelumnya tanpa adanya perbedaan.

Imam Malik berkata, tanah ini dapat dimiliki karena keumuman sabda
Rasulullah saw: “Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu
menjadi miliknya.” Karena asal tanah ini adalah mubah. Maka apabila tanah tersebut
ditinggalkan hingga menjadi tanah yang mati, maka dia kembali kepada hukum
mubah, seperti orang yang mengambil air kesungai kemudian dia mengembalikan air

itu kepadanya.*?

Said bin Manshur mengatakan dalam hal kepemilikan bagi seseorang yang
mendatangi tanah mati milik seseorang lainnya kemudian dia menanam tanaman di

tanah itu maka tidak ada hak bagi orang yang menanaminya itu, kecuali seseorang itu

“OMuhammad Abdullah Ibnd Qudamah, Al-Mdghni terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2010), 668-671.

*Ibnli Qudamah, Al-Mighni,,, 688.

*Ibn( Qudamah, Al-Mdghni,,,668.
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memiliki tanah tersebut melalui pembelian atau pemberian. Dengan inilah seseorang

itu bisa memiliki hasil jerih payah yang ia kelola.*®

Al-Khiragi mengatakan bahwa tanah yang berlaku bagi kepemilikan seorang
muslim atau seorang dzimmi pada masa Islam namum sosoknya tidak dapat
ditentukan, khiragi berpendapat bahwa tanah ini tidak dapat dimiliki dengan cara
menghidupkannya ataupun menggarapnya. Pendapat inipun merupakan salah satu
dari dua pendapat yang diriwayatkan oleh imam Ahmad. dan pendapat ini juga
dinukil dari imam Ahmad, Abu Dawud, Abu al-Harits, dan Yusuf bin Musa. Hal ini

berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Katsir bin Abdillah bin Auf.*

c. Penggunaan dalam Ihya al-Mawat

Dalam penggunaan atau pengelolaan lahan kosong para jumhur Ulama
sepakat bahwa dalam memanfaatkannya bisa dibangun rumah diatas tanah tersebut
seperti menggunakan kayu, batang pohon, batu ataupun sebagainya, dan apabila
seseorang itu ingin bercocok tanam diatas tanah tersebut maka dia harus menanami
lahan kosong itu,*> dan apabila si penggarap ingin beternak maka dia harus
menyediakan tempat hewan ternaknya berteduh, atau menyediakan rerumputan agar
hewan ternak itu bisa makan, sekaligus menyediakan air agar hewan ternak bisa

minum, untuk mempermudah mendapatkan air, apabila aliran air sangat jauh, maka

*|bnli Qudamah, Al-Maghni,,,669.
*Ibnli Qudamah, Al-Maghni,,,671.
**Ibn(i Hajar al-Asqgalani, Fathul Bari (Penjelasan Kitab Shahih Bukharf),,,258.
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sebaiknya orang yang beternak membuatkan sumur didekat peternakan yang dia
kelola.*®

d. Perizinan dalam lhya al-Mawat

Pendapat yang dikemukakan olen Abu Hanifah, menghidupkan tanah yang
mati itu membutuhkan izin dari imam atau pemerintah. Sebab, imamlah yang berhak
memberikan pertimbangan dalam hal itu. Adapun argumen dari pendapat ini adalah
karena siapa saja memagari tanah mati, kemudian dia tidak menghidupkannya, maka
imam harus memintanya untuk menghidupkan atau meninggalkan tanah itu. Dengan
demikian hal tersebut membutuhkan izin imam, seperti (mengambil) harta di baitul
mal.*” Abu Yusuf dan Muhammad memiliki berbeda pendapat dengan Abu Hanifah
yakni syarat untuk memiliki tanah cukup dengan menghidupkan tanah
(memanfaatkan tanah), dan bagi Abu Yusuf dan Muhammad izin dengan pemerintah

bukan merupakan syarat.*®

Berbeda lagi halnya dengan pendapat dari imam Malik beliau membedakan
antara tanah yang jauh dan tanah yang dekat, apabila tanah itu jauh dari pemukiman
warga sekitar maka tidak diperlukan izin dari pemerintah dan apabila tanah itu dekat
dengan pemukiman warga maka diperlukanlah izin dari pemerintah dikarenakan para
warga masih memerlukan tumbuhan dan rerumputan ditanah yang mati tersebut. ath-

Thahawi berhujjah untuk mendukung pendapat jumhur ulama dari hadis di atas, juga

**Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,,,255.
*"Ibnli Qudamah, Al-Mughni,,, 745.
“BKhalil Ahmad as-Sihar Nuf(iri, Badzal al-Majhdd, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 13, 27.
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melalui metode giyas (analogi) dengan air laut dan sungai serta burung dan hewan
yang ditangkap, dimana para ulama sepakat bahwa siapa yang mengambilnya atau
menangkapnya, maka dia berhak memilikinya, baik lokasinya dekat maupun jauh,

diberiakan izin oleh pemerintah maupun tidak.*°

Adapun pendapat Urwah syarat untuk memiliki sebidang tanah atau lahan
maka seseorang itu harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, hal ini
sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Qari yang mana salah satu syarat untuk

memiliki lahan kosong yaitu dengan izin pemerintah setempat.>

Pendapat dari al Qd&zzaz tentang hak kepemilikan tanah tidaklah perlu
mendapatkan izin oleh pemerintah setempat baik lokasinya dekat ataupun jauh dari
pemukiman warga.” Kemudian adapun pendapat al-Khatthabi tentang perizinan
lahan yang tidur tidak harus mendapatkan izin pemerintah sebab ketika seseorang itu
telah menghidupkan lahan mati tersebut maka itu sudah menjadi hak miliknya oleh

sebab itu tidak diperlukan lagi perizinan dari pemerintah.*
e. Status Orang yang Menggarap lhyéa al-Mawat

Menurut Ibnd Hibban dan sekumpulan ulama, kafir zimmi tidak memiliki hak
yang sama dengan muslim dalam memberdayakan lahan yang tidur atau mati.

Adapun dalil beliau adalah hadis shahih yang diriwayatkan dari pada Jabir dimana

“|bn( Hajar al-Asqalani, Fathul Bdri (Penjelasan Kitab Shahih Bukhdri),,, 257.

%0 Khalil Ahmad as-Sihar Nufdri, Badzal al-Majhdd,,,27.

S1Syekh Kholil Ahmad as-Sihar Nufiiri, Badzlu al-Majhid,,,27.

%2Ab( Toyyib Muhammad Syamsyi Al-Hagqul Adzhim Abadi, Aunul ma’bid (Syarah Sunan
Ab( Daw(d ),,,327.
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pada bagian akhirnya disebutkan : “maka orang yang mengelola itu memperoleh
ganjaran pahala.” Menurut lbn Hibban, orang kafir tidak memperoleh ganjaran

pahala dan oleh karena itu dia tidak membolehkan kafir zimmi mengelola tanah mati.

Muhibdddin at-Thabari  mengkritik pernyataan  Ibn Hibban dengan
mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah pahala di dunia seperti mana dinyatakan

dalam beberapa hadis yang lain.

Ibn Hajar berkata: apa yang disampaikan oleh Muhiblddin at-Théabari
mungkin ada benarnya, namun apa yang dikatakan oleh Ibn Hibban lebih bersesuaian

dengan zahir hadisnya karena pahala hanya berlaku di akhirat bukan di dunia.>®

Asmar bin Mudharris berpendapat bahwa orang yang harus menggarap lahan
tidur adalah seorang muslim dan tidak diperbolehkannya seorang kafir dzimmi

menggarap lahan kosong.>

3. Pemahaman Ahli Fikih
a. Pengertian lhya al-Mawat
Pendapat Imam Syafi’i wilayah atau lahan umat Islam itu ada dua macam,
Yaitu lahan yang hidup dan lahan yang mati. Lahan yang hidup itu milik empunya.
Setiap fasilitas yang mendukung lahan hidup berupa jalan, aliran air, dan selainnya
itu sama seperti lahan hidup itu sendiri, artinya tidak ada seorangpun yang boleh

menguasainya kecuali dengan seizin pemiliknya.

53Syiekh Ab( Abdullah bin Abd al-Salam al-‘Allusy, Ibanah al-Ahkédm Syarah BulQgh al-
Maram, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), jilid 111, 257.
>*Ab( Daw(d Sulaiman, Sunan Abf Daw(d,, 143.
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Sedangkan lahan mati itu ada dua macam. Pertama, lahan mati yang
dahulunya tergarap dan milik orang-orang yang dikenali dalam islam, kemudian
penggarapannya terhenti sehingga menjadi mati dan tidak ada penggarapan lagi
didalamnya. Tanah tersebut tetap milik empunya seperti halnya lahan hidup,
seseorang tidak boleh memilikinya untuk selama-lamanya kecuali ada izin dari
pemiliknya. Demikian pula dengan sarana-sarana penunjangnya, jalan, aliran air, dan
lain sebagainya.

Kedua, lahan mati yang tidak dimiliki seorangpun dalam islam, baik dengan
jalan tradisi atau dengan jalan penggarapan, baik dia dimiliki dimasa jahiliah atau
tidak dimiliki.>

Seandainya dia mengumpulkan tanah untuk membuat gundukan pagar atau
membuat parit, maka itu bukan dianggap sebagai menghidupkan. Demikian pula,
seandainya dia membuat tenda dari jerami, pelapah kurma, atau kayu, maka itu tidak
dianggap sebagai tindakkan menghidupkan lahan yang dengan itu dia memiliki tanah
tersebut. tetapi selama bangunan itu masih berdiri maka seseorang tidak boleh
menyingkirkannya. Jika pemiliknya telah menyingkirkannya, Maka dia tidak
memilikinya lagi, dan orang lain boleh menempatinya dan memakmurkannya.*®

Yang demikian itu sama seperti tenda yang dipasang musafir atau pencari
tempat gembala. Seseorang lebih berhak atas tempat tersebut hingga dia

meninggalkannya. Jika dia telah meninggalkannya, maka dia tidak memiliki hak lagi

**Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Al-Omm, terj. Misbah , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014),
Juz 7, 151-157.
*®|mam Asy-Syafi’i, Al-Umm, terj. Misbah,, 153.
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padanya. Demikian pula dengan pagar yang menggunakan duri, khishaf®’ dan
selainnya.

Cara memakmurkan lahan tanaman adalah menanami tanah seperti bangunan.
Jika seseorang telah menancapkan tanaman ditanah, maka itu sama seperti
membangun bangunan. Jika tanaman itu terpotong, maka itu seperti robohnya
bangunan. Dia telah dianggap sebagai pemilik tanah dengan kepemilikan yang tidak
bisa berpindah darinya kecuali dengan seizinnya dan karena sebab yang dia lakukan.
Tindakan minimal untuk memakmurkan tanaman yang baik tampak padanya air milik
seseorang yang dengan itu ia memiliki tanah tersebut sebagaimana dia memiliki
tanaman yang tumbuh adalah dia membuat tanda penghalang yang lazim pada tanah
seperti terbuat dari batu, tanah liat, daun kurma, atau tanah yang dikumpulkan, lalu
dia membajaknya dan menanaminya. Jika semua ini telah dilakukannya, maka dia
telah menghidupkan tanah sehingga tanah itu menjadi miliknya.®.

Pendapat Imam Hanafi dan Hambali lhya al-Mawat adalah sebidang lahan
yang mati (tidak ada yang mengelola), apabila ada seseorang yang datang kemudian
menghidupkan lahan yang mati tersebut, maka seseorang itu berhak atas kepemilikan

tanah tersebut.

Khishaf adalah jamak dari kata khisfhah, berarti adalah keranang yang terbuat dari daun
kurma untuk menaruh kurma Kkering, dan kain yang sangat tebal. Tetapi yang dimaksud disini adalah
bilik yang dianyam dari daun kurma dan biasa digunakan untuk melapisi rumah orang-orang badui.

*%|mam Asy-Syafi’i, Al-Omm,, 154.
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b. Kepemilikan Ihya al-Mawat

Pendapat Imam Syafi’i membagi lahan garapan itu menjadi dua jenis.
pertama, lahan garapan yang apabila diberikan seseorang lalu dia menghidupkannya
maka dia memilikinya, dengan cara mendirikan bangunan, menanam tanaman,
berladang, menggali sumur, dan lain sebagainya. Jika dia telah memilikinya, maka
tanah tersebut tidak bisa di ambil alih untuk selama-lamanya kecuali dengan
kerelaannya. Demikian pula, jika dia menghidupkan tanah meskipun tanah itu tidak
diberikan pemerintah, karena setiap orang yang menghidupkan lahan mati maka
dengan pemberian Rasulullah saw sebagai lahan garapan itulah dia
menghidupkannya. Pemberian Rasulullah saw itu lebih banyak dari pada pemberian
setiap orang sesudah beliau, baik itu pemerintah ataupun yang lainnya.

Kedua, tanah yang dikuasai seseorang sehingga dia boleh memanfaatkannya
dan mencegah orang lain selama dia atau wakilnya tinggal ditempat itu. Jika dia telah
meninggalkannya, maka dia tanah itu bukan miliknya lagi. Dia juga tidak boleh
menjualnya. Itu merupakan penguasaan yang bersifat fasilitas, bukan pengalihan
kepemilikan. Misalnya adalah tempat duduk di pasar yang sebenarnya merupakan
jalan umum milik umat Islam. Barang siapa yang duduk di suatu tempat dari pasar
untuk berjualan, maka dia lebih berhak atas itu seukuran maslahat yang menjadi
haknya. Manakala dia bangun dari tempat itu, maka dia tidak boleh menghalangi

orang lain untuk menempatinya.*

*Imam Asy-Syafi’i, Al-Omm, ,,,162.
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Adapun kepemilikan tanah yang telah dimiliki oleh orang lain pernah terjadi
pada masa Rasullulah yang mana kaum badui yang menempati suatu tempat dalam
bangunan mereka yang terbuat dari bulu binatang dan selainnya, kemudian mereka
pergi meninggalkannya untuk mencari tanah subur. Tindakan mereka ini tidak
dianggap sebagai memakmurkan tanah, yang dengan itu mereka memiliki tempat
yang mereka tinggali. Demikian pula seandainya mereka mendirikan tenda, karena
tenda itu sifatnya ringan dan bisa dipindahkan seperti memindahkan bangunan yang
terbuat dari bulu binatang. Bangunan ini dan tempat duduk dipasar bukan merupakan
sarana untuk menghidupkan lahan mati.

Lahan mati yang pemerintah memiliki hak untuk memberikan kepada orang
yang memakmurkannya sebagai lahan garapan (dalam sistem feodal) secara khusus,
dalam menjaga lahan yang menurut pemerintah perlu dijaga untuk kepentingan umat
Islam secara umum, baik setiap lahan mati yang tidak ada pemiliknya jika berada di
samping negeri yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang besar, atau disebuah
lembah yang digarap oleh penghuninya, atau di pedalaman yang dimakmurkan oleh
penduduknya, dekat sungai yang dihidupkan, di gurun Sahara, atau di mana saja,
semua itu tidak ada perbedaanya. Tidak ada beda pula antara orang yang diberi lahan
garapan oleh Khalifah atau gubernur, atau yang dijaga oleh khalifah tanpa diberikan
kepada seorang pun dalam keadaan mati tanpa pemilik. Mereka semua adalah pihak-
pihak yang menghidupkan lahan, tidak ada perbedaan diantara mereka.

Seandainya dia mengumpulkan tanah untuk membuat gundukan pagar atau

membuat parit, maka itu bukan dianggap sebagai menghidupkan. Demikian pula,
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seandainya dia membuat tenda dari jerami, pelapah kurma, atau kayu, maka itu tidak
dianggap sebagai tindakkan menghidupkan lahan yang dengan itu dia memiliki tanah
tersebut. tetapi selama bangunan itu masih berdiri maka seseorang tidak boleh
menyingkirkannya. Jika pemiliknya telah menyingkirkannya, Maka dia tidak
memilikinya lagi, dan orang lain boleh menempatinya dan memakmurkannya.®

Adapun lahan pemberian ada dua pendapat mengenai pemberian lahan,
misalnya seperti lahan pertambangan sebagai lahan garapan. Pertama, dia berbeda
dari pemberian tanah sebagai lahan garapan, karena barangsiapa yang diberi tanah
yang di dalamnya ada pertambangan, sedangkan tanah itu bukan milik seseorang,
maka semua itu hukumnya sama, baik itu tambang emas, perak, timah, besi atau yang
semakna dengan emas dan perak. Yaitu barang tambang yang tidak bisa diperoleh
kecuali dengan mengeluarkan biaya, dan bukan milik seseorang. Sultan boleh
memberikannya sebagai lahan garapan kepada orang yang memintanya dan bisa
mengelolanya. Tanah ini seperti lahan mati dan sultan boleh memberikannya sebagai
lahan garapan. Tetapi dia berbeda dari lahan mati dalam salah satu dari dua pendapat.
Yaitu, jika lahan mati dihidupkan satu kali, maka statusnya itu bersifat konstan.
Sedangkan pertambangan ini apabila dihidupkan satu kali kemudian ditinggal, maka
statusnya hilang.®*

Dalam setiap hari sejak orang yang pertama kali menghidupkan pertambangan

itu mencari apa yang bisa dicari di pertambangan. Jadi pemberian lahan mati sebagai

“Imam Asy-Syafi’i, Al-Omm,,, 153,
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lahan garapan baginya untuk dia hidupkan itu mengakibatkan kepemilikan baginya.
Tidak sepantasnya sultan memberikan pertambangan sebagai lahan garapan itu
selama dia menghidupkannya, dan cara menghidupkannya adalah dengan
melangsungkan pengelolaan di dalamnya. Jika dia telah menelantarkan, maka dia
tidak boleh menghalangi seseorang untuk bekerja di dalamnya. Tidak sepantasnya
sultan memberikan pertambangan sebagai lahan garapan tetapi tidak digarap, dan
tidak sepantasnya pula sultan tidak menetapkan batasan lahan garapan kecuali yang
sanggup digarap penerimanya, baik pengelolaannya sedikit maupun banyak.
Penelantaran pertambangan dilakukan dengan pernyataan, “saya tidak mampu
menggarapnya lagi”.

Barangsiapa yang membedakan antara lahan garapan pertambangan dan lahan
pertanian, maka sayogianya dia beragumen bahwa dalam lahan pertambangan yang
dicari adalah emas, perak atau selainnya yang tidak tampak bagi orang yang
mencarinya tetapi telah tercipta di dalamnya. Manusia tidak memiliki andil
pembuatannya, melainkan mereka hanya mencarinya dan mengambilnya. Pencarian
dan pengambilannya itu bukan merupakan suuatu pengelolaan produksi. Karena itu
seseorang tidak boleh memonopolinya dari orang lain kecuali atas lahan yang dia
garap. Saya berpendapat bahwa sultan tidak boleh memberikan pertambangan sebagai
lahan garapan kecuali dengan cara yang saya sampaikan, yaitu dengan mengatakan,
“saya memberikan lahan pertambangan kepada fulan dengan syarat dia

menggarapnya.” Jika Allah memberinya rezeki dari tanah itu, maka dia harus
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membayar kewajibannya. jika dia menelantarkannya, maka orang Yyang

menghidupkannya boleh menggarapnya, dan dia tidak boleh menuntutnya.®?

Diantara alasan ulama yang membedakan antara kepemilikan lahan garapan
dan kepemilikan tanah biasa adalah dia tidak boleh menjual tanah garapan dan
pertambangan di dalamnya. Barangsiapa yang berkata demikian, maka dia berkata,
“seandainya sultan mengalihkan kepemilikan pertambangan kepadanya dan dia
menggarapnya berdasarkan kepemilikan dalam keadaan apapun, maka dia tidak boleh
melakukan kecuali seperti apa yang dia sampaikan.” Ini adalah suatu ketidak adilan
dari sultan yang harus di tentang. Ika penerimanya menggarapnya tanpa ada
pemberian dari sultan, maka lahan itu menadi miliknya hingga dia menelantarkannya.
Barang siapa yang berpendapat demikian, maka kemungkinan besar dia beralasan
bahwa jika seseorang menggali sumur di pedalaman, maka sumur itu menadi
miliknya. Jika dia menggembalakan ternaknya, maka dia tidak boleh melarang orang
lain untuk mengambil sisa airnya. Ulama ini menganggap pengelolaannya terhadap
sumur tersebut bukan sebagai tindakan menghidupkan tanah. Dia menganggapnya
sebagai tempat singgah yang disinggahi di pedalaman, sehingga orang lain tidak
boleh memindahkan orang itu darinya. Tetapi jika dia telah keluar darinya, maka dia
tidak boleh menghalangi orang lain untuk menempati tempat itu. Ularna ini

menjadikannya sebagai tanah yang tidak bertuan.®®

“Imam Asy-SyUfi’i, Al-Omm,,, 164,
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Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pertambangan emas dan perak, serta
setiap jenis tembaga dan selainnya yang dicari dengan kerja, bukan muncul ke
permukaan seperti air dan garam. Adapun jika pertambangan emas dan perak itu
muncul ke permukaan, baik berupa emas atau selainnya, maka tidak seorang pun
yang boleh menguasainya sebagai lahan garapan dan melarang orang lain. Manusia
boleh mengambil darinya apa yang sanggup mereka ambil. Demikian pula dengan

syadrz®* yang ditemukan di tanah.

Seandainya seseorang diberi lahan garapan lalu dia menghidupkannya dengan
mendirikan bangunan, atau menanaminya, atau tindakan-tindakan lain, lalu di tanah
itu muncul pertambangan, maka dia memilikinya mengikuti kepemilikan atas
pertambangan. Dia berhak melarang orang lain sebagaimana dia melarang orang lain

untuk menggarap tanahnya menurut dua pendapat itu sekaligus.

Sedangkan menurut pendapat kedua, jika seseorang diberi lahan garapan
berupa pertambangan kemudian dia menggarapnya, maka dia telah memilikinya
sebagai kepemilikan tanah. Demikian pula seandainya dia menggarapnya tanpa ada

pemberian jatah dari sultan.®®

Apa yang saya katakan dalam dua pendapat tersebut terkait pertambangan itu
maksudnya adalah: tanah hutan itu merupakan tanah pertambangan, lalu seseorang

menggarapnya sebagai pertambangan. Dalam pendapat pertama, penggarapan yang

%4Syadzr adalah potongan emas yang dikutip dari pertambangan tanpa memasaknya.
®|mam Asy-Syafi’i, Al-Omm,, 165.
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dia lakukan terhadap tanah itu tidak mengalihkan kepemilikan tanah itu kepadanya
kecuali sebatas kepemilikan pemanfaatan. Dia boleh menghalangi orang lain selama
dia menggarapnya. Jika dia telah menelantarkannya, maka dia tidak boleh
menghalangi orang lain. Sedangkan dalam pendapat kedua, jika dia telah
menggarapnya, maka itu seperti tindakan menghidupkan tanah sehingga dia
memilikinya untuk selama-lamanya, dan tanah itu tidak berpindah kepemilikan

kecuali dia memang memindahkannya.

Ada beberapa pendapat tentang setiap pertambangan yang digarap di masa

jahiliyah kemudian seseorang ingin menguasainya sebagai lahan garapan, yaitu:

Pertama, dia seperti sumur jahiliah dan air yang tersedia secara berlimpah,
sehingga tidak seorang pun yang dihalangi untuk menggarapnya. Seseorang tidak
lebih berhak atasnya daripada orang lain yang menggarapnya. Jika mereka berlomba-
lomba ke tempat itu dan tempatnya muat, maka mereka bekerja bersama-sama. Jika
tempatnya sempit, maka diundi di antara mereka siapa yang dahulu bekerja,

kemudian disusul yang lain hingga mereka berbagi secara merata.

Kedua, sultan boleh memberikannya sebagai lahan garapan dengan mengikuti
makna yang pertarna, dimana orang yang diberi lahan garapan itu bekerja di
dalamnya tetapi dia tidak memilikinya seperti kepernilikan tanah. Jika dia

meninggalkan tempat itu, maka dia orang lain bekerja menggantikannya.®®
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Ketiga, sultan boleh memberikannya sebagai lahan garapan sehingga
penerimanya memilikinya seperti kepemilikan tanah biasa manakata dia telah
mengadakan bangunan di dalamnya. Setiap tindakan yang saya sampaikan, yaitu
menghidupkan lahan rnati, memberikan pertambangan sebagai lahan garapan dan
lain-lain, yang saya maksud adalah berlaku pada lahan mati di wilayah Arab, yang
penggarapnya terkena kewajiban pajak sebesar sepuluh. lahan mati wilayah Arab itu

bukan merupakan hak milik.

Sedangkan setiap tanah yang dikuasai dengan jalan perang di luar Arab, maka
yang menggarapnya adalah umat Islam yang membebaskannya dengan dibagi
menjadi lima bagian. Satu bagian untuk orang-orang yang berhak atas seperlimanya,
dan empat bagian untuk pasukan yang ikut perang. Tanah itu dibagi di antara mereka
seperti pembagian waris. Tanah apa saja yang mereka miliki dengan suatu jalan, dan
pertambangan apa saja yang berada jatuh sebagai bagian salah seorang dari mereka,
maka tanah atau pertambangan itu, menjadi miliknya. Seperti seandainya ditemukan
pertambangan di rumah seseorang, maka pertambangan itu menjadi miliknya. Dan

seandainya sumur air ditemukan, maka sumur itu menjadi miliknya.®’

Jika di tanah terdapat pertarnbangan yang tampak jelas, lalu dia jatuh ke
dalam bagian seseorang dengan nilainya, maka pertambangan itu menjadi miliknya,
sebagaimana dia muncul dalam pembagian area yang tergarap berdasarkan nilai

sehingga pertambangan itu menjadi miliknya. Setiap tanah yang dikuasai dengan

*"|mam Asy-Syafi’i, Al-Omm,, 167.
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jalan perang, yaitu tanah yang tadinya digarap kemudian ditinggalkan, maka dia
seperti tanah yang tergarap dan tetap tergarap. Yaitu tanah yang ada sungainya, atau
digarap dengan selain sungai, yaitu dengan air hujan dan penyiraman. Sedangkan
tanah mereka yang sama sekali tidak pernah digarap dan mati, maka dia seperti tanah
mati di wilayah Arab; tidak berbeda darinya dalam arti dia bukan milik seseorang
tanpa menyertakan orang lain. Barangsiapa yang ingin diberi sebagiannya sebagai
lahan garapan, maka dia diberi, baik dia termasuk orang yang ikut berperang atau
tidak. Kedudukan mereka tidak berbeda dalam memilih dan menginginkan lahan

garapan.

Jika tanah luar Arab diperoleh dengan jalan darnai, maka perlu dilihat
pemiliknya. Jika pemiliknya adalah musyrik, maka tanah itu menjadi tanah mereka.
Tidak seorang pun yang boleh mengadakan pertambangan atau pengelolaan lain di
dalamnya kecuali dengan seizin mereka, dan mereka dikenai kewajiban untuk

membayar kompensasi atas perdamaian tersebut.

Jika umat Islam memiliki sebagian dari tanah tersebut karena sesuatu yang
ditinggalkan untuk mereka, maka mereka dikenai kewajiban seperlima dari
kompensasi damai yang mereka terima. Sedangkan empat perlimanya diberikan
kepada kelompok umat Islam yang ikut memperoleh rampasan, di manapun mereka

berada. Yang dibagikan kepada golongan yang berhak atas seperlima adalah fisik
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tanah dan rumah. Sementara pasukan Islam memperoleh empat perlima. Apa saja

yang ada di tanah miliknya itu menjadi miliknya.®®

Jika orang-orang musyrik berdamai dengan umat Islam dengan kompensasi
berupa lahan mati bersama lahan hidup, maka lahan mati itu dimiliki seperti halnya
lahan hidup. Pertambangan yang berada di tanah hak seseorang menjadi miliknya.
Sedangkan pertambangan yang terdapat di tanah sekelompok orang dibagi diantara
mereka, sebagaimana tanah lain. dibagi di antara mereka. Jika orang-orang musyrik
itu berdamai dengan umat Islam dengan syarat seluruh tanah orang-orang musyrik itu
jatuh kepada umat Islam dan mereka menjadi orang-orang yang merdeka, kemudian
sesudah itu umat mengadakan muamalah dengan mereka, maka seluruh tanah
merupakan kompensasi perdamaian. Seperlima tanah diberikan kepada golongan
yang berhak atas seperlima harta fai’, sedangkan empat perlimanya diberikan kepada

pasukan Islam sebagaimana saya paparkan.®®

Jika perdamaian mereka terjadi dengan kompensasi tanah yang tergarap, atau
mereka tidak menyebutkan tanah yang tergarap, melainkan mereka berkata, "Kalian
memperoleh tanah kami,” maka umat Islam memperoleh tanah yang tergarap
sebagaimana telah saya sampaikan. Tanah tergarap adalah tanah yang padanya ada
tanda-tanda penggarapan, atau ada sungai yang mengalir di dalamnya, atau yang
penggarapannya diketahui dengan suatu cara. Sedangkan terkait lahan mati di negeri

mereka, barangsiapa yang ingin memperolehnya sebagai lahan garapan, baik dia ikut

®Imam Asy-Syafi’i, Al-Umm,,, 168,
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berdamai atau tidak ikut berdamai, atau barangsiapa yang memakmurkannya, baik dia
ikut berdamai atau tidak ikut berdamai, maka hukumnya sama, Karena pemberian
lahan garapan itu terjadi dalam keadaan tanah bukan milik seseorang, sebagaimana

tanah umum di wilayah Arab itu bukan milik perorangan di antara mereka.

Seandainya perdamaian terjadi dengan kompensasi berupa lahan yang
tergarap dan lahan mati, maka lahan mati itu menjadi milik orang yang memiliki
lahan tergarap, sebagaimana boleh menjual lahan mati di wilayah umat Islam
manakala seseorang telah menguasainya. Boleh mengadakan perdamaian dengan
orang-orang musyrik dengan kompensasi lahan mati manakala mereka menguasai

tanah itu, tidak bersama umat Islarn.”

Barangsiapa yang bekerja di pertambangan yang terletak di tanah milik
seseorang atau sekelompok orang, maka seluruh hasil yang keluar dari pertambangan
itu milik empunya tanah. Sedangkan orang yang bekerja di sana tidak berhak atas
apapun dari pengelolaannya karena dia dianggap berbuat di luar kewenangan. Dia
dianggap bekerja secara sukarela tanpa memperoleh upah dari pengelolaannya. Jika
dia bekerja dengan seizin pemilik tanah, atau dengan syarat dia memperoleh hasil
pengelolaannya, maka hukumnya sama. Paling jauh dia dihukumi sebagai hibah
dimana pemberi dan penerima sama-sama tidak mengetahui kadar hibah. Penerirna
tidak dianggap menerima hibah dengan adanya izin untuk bekerja. Orang yang

berkata, "Bekerjalah, dan ambil saja apa yang dihasilkan dari pengelolaanmu” juga
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sama. Pemilik tanah memiliki hak pilih untuk menyempurnakan hibah bagi orang
yang bekerja. Demikian pula, jika dia mau, dia boleh meminta kembali dan
mengambil bagiannya yang keluar dari lahan garapannya, serta mengembalikan
kepada pengelola upah standar menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa dia
harus mengembalikan upah standar itu. Yang demikian itu tidak seperti kendaraan
yang pemiliknya mengizinkan untuk menaikinya, karena penerima tahu apa yang

diberikan pemberi, dan penerima telah menerimanya.”

Pendapat Ulama Fikih atas hak kepemilikan atas tanah yang hilang dapat
dimiliki atas sebidang tanah dan menandainya dengan sesuatu, lantas dia tidak
menggarapnya, maka haknya hilang setelah tiga tahun. Salim bin Abdullah
meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ra. Berkata di atas mimbar, “siapa yang
menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan, orang yang
menandai tidak memiliki hak setelah tiga tahun.” Umar menerapkan ini karena ketika
itu ada sekelompok orang yang menandai sebagian tanah yang tidak mereka garap.

Thawus meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “tanah kaum ‘Ad,
adalah milik Allah dan Rasul-Nya kemudian menjadi milik kalian setelah itu. Barang
siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menadi miliknya dan bukan milik
orang yang menandai setelah tiga tahun.”

Adapun membuka lahan orang lain tanpa mengetahui statusnya telah terjadi

pada masa Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, adalah jika seseorang
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menghidupkan lahan yang mati dengan sangkaan bahwa lahan tersebut tidak ada yang
memilikinya, lalu ada seseorang yang menemuinya dan mengatakan dengan
membawa bukti bahwa lahan itu adalah miliknya, maka orang kedua diberi pilihan
akan mengambil kembali lahan tersebut dari orang yang pertama setelah memberikan
kepadanya upah atas pekerjaannya atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah
tersebut setelah dia menerima pembayaran atas lahan tersebut.”> Mengenai hal ini,
Rasulullah saw. Bersabda, “siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia

menjadi miliknya. Dan tidak ada hak bagi orang yang Zalim.”"

c. Penggunaan dalam lhya al-Mawat

Pendapat Imam Syafi’i tentang tindakan yang dianggap menghidupkan lahan
mati adalah dengan cara yang diketahui orang-orang sebagai tindakan menghidupkan
lahan mati terhadap objek seperti itu. Jika difungsikan sebagai tempat tinggal, maka
caranya adalah membangun seperti apa yang biasa dibangun oleh orang-orang, yaitu
bangunan dengan batu, batu bata, atau tanah liat yang biasa digunakan untuk
bangunan. Demikian pula dengan tempat tinggal yang dihidupkan seseorang bagi
dirinya atau bagi hewan ternaknya. Dia menghidupkannya dengan bangunan batu
atau tanah liat, atau dengan menyediakan air, karena cara menghidupkannya memang

seperti itu.

"2Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: Cakwarala Publishing, 2009), 253-255.
"®Abi ‘Isya Muhammad bin Isya, Sunan at-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Fikr t.th), jilid 111, 653.
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Seandainya dia mengumpulkan tanah untuk membuat gundukan pagar atau
membuat parit, maka itu bukan dianggap sebagai menghidupkan. Demikian pula,
seandainya dia membuat tenda dari jerami, pelapah kurma, atau kayu, maka itu tidak
dianggap sebagai tindakkan menghidupkan lahan yang dengan itu dia memiliki tanah
tersebut. tetapi selama bangunan itu masih berdiri maka seseorang tidak boleh
menyingkirkannya. Jika pemiliknya telah menyingkirkannya, Maka dia tidak
memilikinya lagi, dan orang lain boleh menempatinya dan memakmurkannya.”*

Cara memakmurkan lahan tanaman adalah menanami tanah seperti bangunan.
Jika seseorang telah menancapkan tanaman ditanah, maka itu sama seperti
membangun bangunan. Jika tanaman itu terpotong, maka itu seperti robohnya
bangunan. Dia telah dianggap sebagai pemilik tanah dengan kepemilikan yang tidak
bisa berpindah darinya kecuali dengan seizinnya dan karena sebab yang dia lakukan.
Tindakan minimal untuk memakmurkan tanaman yang baik tampak padanya air milik
seseorang yang dengan itu ia memiliki tanah tersebut sebagaimana dia memiliki
tanaman yang tumbuh adalah dia membuat tanda penghalang yang lazim pada tanah
seperti terbuat dari batu, tanah liat, daun kurma, atau tanah yang dikumpulkan, lalu
dia membajaknya dan menanaminya. Jika semua ini telah dilakukannya, maka dia
telah menghidupkan tanah sehingga tanah itu menjadi miliknya.”

Batasan minimal yang cukup untuk itu adalah mengumpulkan tanah untuk

melingkupinya. Jika tanahnya tidak tinggi, maka tanah yang dikumpulkan harus lebih

"Imam Asy-Syafi’i, Al-Omm,,, 153,
"Imam Asy-Syafi’i, Al-Umm,, 154.
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banyak agar dapat memberi tanda pemisah antara tanah itu dengan area sekitarnya.
Selain itu ditambah dengan membajak dan menanaminya. Demikian pula jika tampak
padanya air yang mengalir, atau air yang hujan. Alasannya adalah karena air itu milik
bersama. Jika seseorang memiliki air khusus, yaitu air dari mata air, atau dari parit
yang dia gali untuk menyirami tanah, maka itu di anggap sebagai tindakan
menghidupkan tanah. Demikian pula jika dia mengalirkan air kepadanya dari sungai
atau waduk, atau dari genangan air milik bersama, atau dari kolam pribadi untuk
menyirami tanah itu, maka dia telah menghidupkan tanah dengan cara yang
membuatnya memiliki tanah tersebut.

Tanah yang tidak dimiliki umat islam itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, boleh dimiliki oleh orang yang menghidupkannya. Misalnya adalah
tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, sumur, mata air, dan sumber air
lainnya, serta berbagai aset penunjang yang tanpanya maslahat lahan-lahan tersebut
tidak dicapai. Tanah jenis ini halal manfaatnya lantaran ada sesuatu yang diletakkan
orang lain, bukan karena ada manfaat yang besar didalamnya sejak awal. Tanah ini
manakala dihidupkan oleh seseorang atas perintah oleh pihak berwenang atau orang
lain, bahwa orang tersebut memilikinya. Kepemilikannya tidak beralih untuk selama-
lamanya kecuali orang yang menghidupkannya itu mengeluarkannya dari tangannya.

Kedua, tanah yang manfaatnya itu sendiri yang dicari untuk diambil, bukan

sesuatu yang diletakkan padanya oleh orang lain. Ini adalah semua jenis tanah
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pertambangan, baik yang berada di permukaan tanah atau yang berada di dalam
tanah, seperti emas, perak, timah, belerang, garam dan lain-lain.”

Pertambangan dapat dikelompokkan kepada kedua Klasifikasi. Yang pertama
pertambangan yang berada dipermukaan seperti garam yang ada di gunung.
Seseorang tidak boleh memberikannya kepada orang lain sebagai lahan garapan, dan
semua manusia memiliki hak yang sama terhadapnya. Demikian pula dengan sungai
dan air yang tampak di permukaan tanah. Semua islam bersekutu dalam
kepemilikannya. Juga seperti tanaman yang tidak dimiliki seseorang, dan seperti air
yang tidak dimiliki seseorang.

Jika ada yang bertanya, “Apa dalil yang anda sampaikan itu?” jawabnya:
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Kami melarang untuk memberikan lahan seperti ini sebagai lahan garapan,

karena lahan seperti itu merupakan lahan yang harus dikuasai Negara.

Rasulullah saw. Memutuskan dalam sabda Beliau:

w
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Jika ada yang bertanya, “Kalau begitu, pemberian tanah sebagai lahan garapan

untuk didirikan bangunan atau untuk pertanian itu bukan termasuk area terlarang?

Ilmam Asy-Syafi’i, Al-Omm, ,, 155.
"Imam Asy-Syafi’i, Al-Omm,, 156.
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“Jawabnya, tanah yang boleh diberikan sebagai lahan garapan adalah yang tidak
mendatangkan mudharat bagi umat, seandainya tanah tersebut diberikan, tanah yang
memberikan manfaat bagi penggarapnya.

Caranya adalah dengan mengadakan sesuatu di dalamnya dengan hartanya,
sehingga ada manfaat akibat harta yang ditanamkan di tempat itu, seperti bangunan
yang didirikan, atau tanaman yang ditanam, atau suatu tanaman yang bukan milik
seseorang, air yang digali dan tidak bisa dicapai kecuali dengan menggali. Rasulullah
saw. Banyak memberikan lahan garapan kepada para sahabat beliau. Hal itu
menunjukkan bahwa area terlarang yang dilarang Rasulullah saw adalah tindakan
seseorang menguasai dan memagari tanah yang bukan miliknya atau milik orang lain
tanpa ada harta yang dia tanamkan di dalamnya, serta tidak ada manfaat yang dia
ciptakan di dalamnya yang sebelumnya tidak ada padanya. Inilah arti lahan garapan
yang di izinkan, bukan lahan garapan yang dilarang.”®

Ar-Rabi’ berkata: Maksudnya tanah yang diizinkan untuk digarap, dimana
penggarap mengadakan suatu manfaat yang baru dengan biaya dari hartanya. Adapun
tanah yang di dalamnya sudah ada manfaatnya sejak awal tanpa ada biaya bagi orang
yang memagarinya itu tidak boleh dia pagari dan kuasai.

Aset yang serupa dengan ini adalah setiap sumber yang berada di permukaan
tanah, seperti minyak, terbelerang, mumiya,’® atau batu yang tampak di permukaan

seperti mumiya yang tidak dimiliki seseorang. Tidak seorangpun yang boleh

®lmam Asy-Syafi’i, Al-Umm,, 158.
Mumiya adalah nama obat untuk sakit persendian dan hati, dikonsumsi dengan cara
diminum dan di oleskan, juga untuk mengobati penyakit sulit buang air kecil dan lain-lain.
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memagarinya agar orang lain tidak boleh mengambilnya. Sultan juga tidak boleh
memonopolinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang khusus, karena semua
ini tampak di permukaan seperti air dan rumput. Demikian pula dengan pohon-pohon
besar yang tampak di permukaan tanah. Sultan tidak boleh memberikannya sebagai
garapan orang yang memagarinya tanpa menyertakan orang lain kaarena pohon
tersebut tampak di permukaan. Tetapi seandainya Sultan memberi seseorang lahan
garapan dan di dalamnya ada pohon besar, lalu dia merawat pohon tersebut, maka
pohon tersebut menadi miliknya karena pada saat itu dia telah mengadakan suatu
tindakan yang saya jelaskan terhadapnya dengan hartanya sehingga lebih bermanfaat.
Seandainya seseorang memagari pohon ini untuk dirinya sendiri, atau Sultan
menguasainya untuk orang itu, maka dia telah berbuat zhalim. Seandainya seseorang
mengammbil sesuatu dari benda tersebut, maka dia tidak wajib mengembalikannya
kecualidia bersekutu dengan orang yang menghalanginya. Dia juga tidak membayar
denda kepada orang yang menghalanginya.

Alasannya adalah dia tidak mengambil sesuatu yang boleh diambil oleh
seseorang, sehingga dia terkena pertanggungan atas apa yang dia ambil darinya. Jika
seseorang dihalangi untuk mengambil sesuatu yang boleh diambil, maka dia tidak
terkena pertanggungan apapun. Dia tidak dilarang untuk mencari kayu atau singgah
di suatu tanah. Dia tidak menanggung apapun. Dia hanya terkena pertanggungan
akibat merusak sesuatu milik seseorang, atau mengambil sesuatu yang telah dimiliki

seseorang.
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Seandainya seseorang mengadakan suatu bangunan di atas tempat seperti ini,
maka dikatakan kepadanya, ‘“Pindahkanlah bangunanmu!” Dia tidak berhak atas nilai
dari bangunan yang dia adakan sekiranya bangunan itu dipindahkan, karena dia
mengadakan bangunan ditempat yang bukan miliknya tanpa ada izin. Tetapi jika dia
mengadakan bangunan di suatu mata air tanpa menghalangi orang lain untuk
memanfaatkan mata air itu, maka bangunan tidak dipindahkan. Kepadanya dikatakan,
“Bangunan ini tetap menjadi milikmu, tetapi kamu tidak boleh menghalangi orang
lain untuk mengambil manfaat ini, dan orang lain juga tidak boleh menghalangimu.
Kamu dan mereka memiliki hak yang sama.®

Seandainya ada sebuah area di tepi laut atau tanah yang terlihat cocok untuk
dijadikan tempat produksi garam, sedangkan garam tersebut tidak bisa diperoleh
kecuali dengan suatu pengelolaan, yaitu dengan menggali tanah dari atasnya sehingga
tersingkir, kemudian air meresap kedalamnya dan masuk, lalu muncullah garam
disana atau menggali tanah hingga dalam satu waktu muncul air didalamnya dan dari
sini dihasilkan garam, maka sultan boleh memberikannya lahan garapan, dan
seseorang boleh menggarapnya. Sesudah itu dia memiliki hak sebagaimana dia
memiliki hak atas tanah untuk menanami dan mendirikan bangunan. Alsannya adalah
karena tindakannya itu lebih besar dari pada tindakan memakmurkan lahan, dan
karena lahan ini tidak memberikan manfaatnya kecuali dengan suatu pengelolaan dan

itu terjadi di satu waktu, tidak terus menerus.

®mam Asy-Syafi’i, Al-Omm,,,159-160.
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Hadis Ma’mar menjelaskan bahwa Nabi saw memberikan lahan penghasil
garam sebagai lahan garam. Tetapi ketika beliau diberitahu bahwa lahan garam itu
terus menerus menegeluarkan garam seperti air, maka beliau melarangnya. Ini seperti
tanah yang diberikan sebagai lahan garapan, lalu penerimanya menggali sumur di
tanah itu, karena manfaat tersebut tidak bisa dicapai kecuali dengan pengelolan
penerima. Ada kalanya penerima telah melakukan pengelolaan di dalamnya, namun
manfaatnya terkadang sedikit dan terkadang banyak, terkadang diperoleh seketika
dan terkadang diperoleh lama.®

Imam Syafi’i membagi lahan garapan itu menjadi dua jenis. pertama, lahan
garapan yang apabila diberikan seseorang lalu dia menghidupkannya maka dia
memilikinya, dengan cara mendirikan bangunan, menanam tanaman, berladang,
menggali sumur, dan lain sebagainya. Jika dia telah memilikinya, maka tanah tersebut
tidak bisa di ambil alih untuk selama-lamanya kecuali dengan kerelaannya. Demikian
pula, jika dia menghidupkan tanah meskipun tanah itu tidak diberikan pemerintah,
karena setiap orang yang menghidupkan lahan mati maka dengan pemberian
Rasulullah saw sebagai lahan garapan itulah dia menghidupkannya. Pemberian
Rasulullah saw itu lebih banyak dari pada pemberian setiap orang sesudah beliau,
baik itu pemerintah ataupun yang lainnya.

Kedua, tanah yang dikuasai seseorang sehingga dia boleh memanfaatkannya
dan mencegah orang lain selama dia atau wakilnya tinggal ditempat itu. Jika dia telah

meninggalkannya, maka dia tanah itu bukan miliknya lagi. Dia juga tidak boleh

8 mam Asy-Syafi’i, Al-Omm,, 161.
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menjualnya. Itu merupakan penguasaan yang bersifat fasilitas, bukan pengalihan
kepemilikan. Misalnya adalah tempat duduk di pasar yang sebenarnya merupakan
jalan umum milik umat islam. Barang siapa yang duduk di suatu tempat dari pasar
untuk berjualan, maka dia lebih berhak atas itu seukuran maslahat yang menjadi
haknya. Manakala dia bangun dari tempat itu, maka dia tidak boleh menghalangi
orang lain untuk menempatinya.®
d. Perizinan Dalam lhyé al-Mawat

Menurut Jumhur Fugaha berpendapat bahwa menghidupkan tanah yang mati
menjadi sebab kepemilikan tanpa harus izin dari penguasa.®® Kapanpun seseorang
menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya tanpa harus
meminta kepada penguasa. Dan, penguasa harus menerima hal itu sebagai haknya
jika terjadi perselisihan mengenai hak kepemilikan tanah tersebut. Abu Dawud
meriwayatkan dari Sa’id bin Zaid bahwa Rasulullah saw bersabda, « 35 e Al
4 8”7 Sedangkan Malik membedakan antara tanah yang berdekatan dengan
perkampungan dan yang berjauhan dengannya. Jika jauh dari perkampungan, maka
tidak ada kewajiban untuk meminta izin kepada penguasa dan tanah tersebut menjadi

milik orang yang membukanya.®*

2|mam Asy-Syafi’i, Al-Umm,, 162.

8\Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, terj. gema Insani, (Jakarta: Darul Fikr,
2011), jilid 4, 413.
#Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: Cakwarala Publishing, 2009), 253.
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Menurut Imam Hambali ketika seseorang menghidupkan tanah yang mati

maka itu telah dimilikinya tanpa harus izin dengan pemerintah setempat.®
Pendapat Imam Syafi’i menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi
objek ihya al-mawat jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapat izin dari

pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimilki setiap orang®
e. Status Orang yang Menggarap Ihya al-Mawat

Menurut Ulama’ Hanafiyah dan imam Ahmad, menyatakan bahwa orang yang
akan menggarap lahan itu tidak disyaratkan seorang muslim. Mereka menyatakan
tidak ada bedanya antara orang muslim dan non-muslim dalam menggarap sebidang

lahan tidur.®’

Menurut Hanbali tentang syarat orang yang menggarap lahan tidur sama
seperti pendapat apa yang dikatankan oleh Imam Maliki dan imam Hanafi yakni

orang yang menggarap lahan tidur tidaklah harus seorang muslim.

Kemudian mereka (jumhur ulama) juga menyatakan bahwa ihya al-mawat
merupakan salah satu pemilikan lahan, oleh sebab itu tidak perlu dibedakan antara

muslim dan non-muslim.

Menurut Ulama syafi’iyah orang non muslim atau kafir dzimmi tidak berhak

atas kepemilikan atas suatu lahan yang tidur. Sebab menurut Imam Syafi’i apabila

8Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,,,254.
8|mam Asy-Syafi’i, Al-Umm,, 132.
1bni Qudamah, Al-Mughni,,,674.
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ada seorang non-muslim menggarap sebuah lahan kosong, kemudian non-muslim
tersebut memiliki suruhan untuk mengelola lahan tidur tadi, ditakutkan suruhan itu
adalah seorang yang muslim, sebab seorang yang muslim, tidak boleh diperintah oleh

orang non-muslim.®
4. Persamaan dan Perbedaan Pemahaman

Dari segi pandangan ulama dalam membahas ihya al-mawat terdapat berbagai
macam pemahaman, baik dari ahli hadis itu sendiri maupun pemahaman ahli figih,
karena dalam ruang lingkup pemahaman ahli hadis sendiri para ulama hadis memiliki
berbeda pandangan atau pemahaman begitu pula dengan pandangan atau pemahaman
ahli fikih. Adapun persamaan dan perbedaan pemahaman ahli hadis dan ahli fikih

diantaranya :
1. Persamaan Pemahaman

Semua para ulama sudah sepakat bahwa tanah dapat dimiliki melalui
pembelian atau pemberian dari pemerintah, teman, keluarga dan sebagainya. Dan
harus diketahui pemilik tanah tersebut, dan tidak boleh di garap selama belum
terputus hak kepemilikan tanah oleh pemilik sebelumnya. Jika tanah itu dimiliki atau
diberdayakan melalui penggarapan karena sebelumnya tidak ada yang memiliki
tanah itu maka ia berhak menggarapnya. Tanpa adanya pembelian atau pemberian

dari pemerintah. Dan kemudian ditinggalkan sehingga rusak dan menjadi tanah mati

| mam Asy-Syafi’i, Al-Omm,, 245.
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kembali, maka tanah ini sama dengan tanah sebelumnya yakni seperti lahan tidur

kembali.

Dalam penggunaan atau pengelolaan lahan tidur para ahli hadis dan ahli fikih
sepakat bahwa dalam memanfaatkannya, bisa dibangun rumah diatas tanah tersebut
seperti menggunakan kayu, batang pohon, batu ataupun sebagainya, dan apabila
seseorang itu ingin bercocok tanam diatas tanah tersebut maka dia harus menanami
lahan kosong itu, dan apabila si penggarap ingin beternak maka dia harus
menyediakan tempat hewan ternaknya berteduh, atau menyediakan rerumputan agar
hewan ternak itu bisa makan, sekaligus menyediakan air agar hewan ternak bisa
minum, untuk mempermudah mendapatkan air, apabila aliran air sangat jauh, maka
sebaiknya orang yang beternak membuatkan sumur didekat peternakan yang dia

kelola.

Mengenai masalah perizinan ini para ahli hadis dan ahli fikih sepakat
bahwasanya menghidupkan lahan yang tidur (mati) tidak diperlukan izin dari
pemerintah sebab ketika seseorang itu telah menghidupkan lahan mati tersebut maka
itu sudah menjadi hak miliknya oleh sebab itu tidak diperlukan lagi perizinan dari
pemerintah dan pendapat ini juga diperkuat dengan metode giyas (analogi) dengan air
laut dan sungai serta burung dan hewan yang ditangkap, dimana para ulama sepakat
bahwa siapa yang mengambilnya atau menangkapnya, maka dia berhak memilikinya,

baik lokasinya dekat maupun jauh, diberiakan izin oleh pemerintah maupun tidak.

2. Perbedaan Pemahaman
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Dalam pengertian ihya al-mawat ahli hadis dan ahli fikih sedikit berselisih
pendapat. Disini ahli hadis mendefinisikan ihya al-mawat adalah menghidupkan
lahan yang mati (tidur) yang tidak ada pemiliknya untuk diberdayakan. Sedangkan
ahli fikih mendefinisikan ihya al-mawat terbagi menjadi dua, yaitu Pertama, lahan
mati yang dahulunya tergarap dan milik orang-orang yang dikenali dalam Islam,
kemudian penggarapannya terhenti sehingga menjadi mati dan tidak ada penggarapan
lagi didalamnya. Kedua, lahan mati yang tidak dimiliki seorangpun dalam Islam, baik
dengan jalan tradisi atau dengan jalan penggarapan, baik dia dimiliki dimasa jahiliah

atau tidak dimiliki.

Berkaitan dengan Status orang yang menggarap ihya al-mawat (lahan tidur),
para ahli hadis dan ahli fikih juga berbeda pemahaman , para ahli hadis sepakat
bahwa orang yang menggarap lahan kosong itu haruslah Islam. Pemahaman ini
diperkuat dengan dalil hadis shahih yang diriwayatkan dari pada Jabir dimana pada
bagian akhirnya disebutkan : “maka orang yang mengelola itu memperoleh ganjaran
pahala.” Menurut lbn Hibban, orang kafir tidak memperoleh ganjaran pahala dan
oleh karena itu dia tidak membolehkan kafir zimmi mengelola tanah mati. sedangkan
pemahaman ahli fikih sepakat bahwa tidak disyaratkan orang itu Islam atau kafir
zimmi karena ihya al-mawat itu merupakan salah satu kepemilikan lahan, oleh sebab

itu tidak perlu dibedakan antara muslim dan non-muslim.
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5. Korelasi Hadis dalam Konteks Kekinian

Dalam korelasi hadis kemasa sekarang bahwa sasaran utama pemberian izin
kepada seseorang itu untuk memiliki tanah mati adalah untuk mendorong menanami
dan membangun tanah mati tersebut. Pemanfaatan tanah yang tidak digunakan secara
alamiah menguntungkan kas negara dari segi keuangan dengan menciptakan lebih

banyak pendapatan melalui pajak tanah.

Di Indonesia kewenangan untuk membuka lahan mati diberikan kepada setiap
individu atau badan hukum selama pembukaan lahan tersebut mendapatkan izin dari
penguasa setempat baik dari camat, bupati, atau gubernur ditingkat propinsi. Untuk
tanah yang berukuran luas, maka harus mendapatkan izin langsung dari Badan
Pertanahan Nasional. Untuk lahan yang dibutuhkan masyarakat banyak dan
kebutuhan masyarakat sangat tergantung pada lahan tersebut, maka dalam hukum

Islam lahan seperti ini tidak boleh dihidupkan untuk dimiliki. &

Hal yang sama juga dijumpai dalam UUPA yang menjelaskan bahwa tanah
yang berfungsi sosial tidak dapat dimiliki oleh siapa pun selama tanah itu masih
difungsikan untuk kebutuhan sosial atau keagamaaan. Hukum Islam tidak mengenal
kepemilikan tanah secara kolektif seperti yang terdapat dalam masyarakat adat yang
disebut dengan hak ulayat.®® Kepemilikan tanah dalam Islam lebih cenderung bersifat

individual. UUPA sebenarnya lebih cenderung mengarahkan kepemilikan tanah yang

8John Salendeho, Masalah Tanah dan Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 284.
%John Salendeho, Masalah Tanah dan Pembangunan,,, 284.
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bersifat kolektif tersebut semakin dikurangi, oleh karena itulah pemerintah
menganjurkan pemerintah lokal untuk tidak menghidup-hidupkan kembali

kepemilikan tanah bersifat kolektif tersebut (tanah ulayat).

Untuk pembukaan lahan baru yang belum pernah dimiliki seseorang atau
badan hukum, maka kewenangan untuk membuka lahan baru tersebut tidak bisa
dilakukan begitu saja akan tetapi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat
yaitu kepada Gubernur untuk tingkat propinsi, Wali Kotamadya/Bupati untuk tingkat

Kotamadya/Kabupaten, dan Camat Kepala Wilayah untuk tingkat kecamatan- **

Dimasa sekarang sering terjadinya perebutan hak kepemilikan tanah dalam
masyarakat. Guna menghindari kondisi yang tak diinginkan, maka perlu adanya
hukum yang mengaturnya, yakni pada pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA) nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria ditegaskan

sebagai berikut :

a) Hak milik tanah adalah hak turun-menurun, terkuat, terpenuh yang dapat dimiliki
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6, yang mengatakan :

“semua ha katas tanah mempunyai fungsi sosial”.

b) Hak milik dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain.*

'Bachtiar Efendi, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, (Bandung: Alumni, 1993), 40
%2Republik Indonesia, Undang-undang R.l. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang
Pokok Agraria, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), 9.
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Sementara itu didalam UUPA yang berlaku di Indonesia bahwa cara-cara

memperoleh hak atas tanah ditentukan dalam pasal 22, yang berbunyi sebagai berikut

a) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.
b) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik
terjadi karena :
1) Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.

2) Ketentuan undang-undang .

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa hak milik baru ini didasarkan atas hukum

adat. Maka terjadinya hak milik inipun disandarkan atas hukum adat.*®

%Hermanto A.P, Perlindungan, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Penjabat
Membuat Akta Tanah, (Bandung: Alumni, 1982), 40.



